
96 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

A. Buku 

Ahmad, Rafiq 1998, Perkebunan dari NES ke PI, Cetakan ke 1, Penebar Swadaya, 

Jakarta.  

 

Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

Rajawali Press, Jakarta. 

 

Bungin, Burhan, 2007,  Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, 

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta. 

 

Dwijatenay, Ida Bagus Made Agung, 2017, Kemitraan Agribisnis Kelapa Sawit, 

LPPM Unikarta Press, Tenggarong. 

 

Fajar, Mukti, 2009, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia Mandatory 

Vs Voluntary, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

 

Faniyah,  Iyah 2018,  Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen 

Investasi di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta. 

 

Friedman,  Lawrence, M, 2017, Sitem Hukum Prespektif Ilmu Sosial,  Nusa Media, 

Bandung. 

 

Gatot, Supramono, 2007, Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan 

Perdata di Pengadilan, PT Reineka Cipta, Jakarta. 

 

Harahap, M. Yahya 2011, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Harsono, Boedi 2008, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya,Djambatan, Jakarta, 

 

Ismail, Nurhasan, dkk, 2011, Analisa dan Evaluasi Hukum Atas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 200 Tentang Perkebunan, Pusat Perencanaan 

Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

 

Johannes, Ibrahim, 2006, Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan 

Badan Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung. 

 

Linton, Ian, 1997, Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama, Hailarang, Jakarta.  

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(Studi Kasus di PT.
Serikat Putra   Desa Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Riau)
LUTHFIATUL M AR, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



97 
 

Muttaqien, Andi, dkk, 2012, Undang-Undang Perkebunan, Wajah Baru Agrarian 

Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi Oleh 

Mahkamah Konstitusi, Eslam-Sawit Watch-Pilnet, Jakarta. 

 

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, 

Bandung. 

 

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, PT Bumi 

Aksara, Jakarta. 

 

Nasution, S, 2006, Metode Research (penelitian Ilmiah)  ̧PT Bumi Aksara, Jakarta. 

 

Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Rineka Cipta, 

Jakarta. 

 

Prasetyo, Teguh, dkk,  2013, Hukum dan Undang-Undang Perkebunan, Nusa 

Media, Bandung. 

 

Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Perseroan Terbatas, Fakultas Hukum UII Pres,  

Yogyakarta. 

 

Supriadi, 2010,  Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, PT 

Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Surnarko, 2009, Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem 

Kemitraan, Agromedia Pustaka, Jakarta.  

 

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, 

Gaya Media, Yogyakarta. 

 

Sumardjono, Maria SW, 2014, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Universitas 

Gadjah Mada, Yogytakarta. 

 

Soekanto,  Soejono 2003, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia 

Press, Jakarta. 

 

__________, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Pres), 

Jakarta. 

 

__________, dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif,  PT 

RajaGrafindo: Jakarta. 

 

Syamsyudin, M, 2007, Operasional Penelitian Hukum, PT Rajawali Press, Jakarta. 

 

Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(Studi Kasus di PT.
Serikat Putra   Desa Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Riau)
LUTHFIATUL M AR, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



98 
 

 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043). 

 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indoensia Nomor 3611). 

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4411). 

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308). 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 93). 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718). 

 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2013 tentang 

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180). 

 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. 

 

C. Tesis dan Jurnal 

Yopan Hikmatullah U, Analisis Perjanjian Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit di 

Kabupaten Konewe Utara (Studi Kasus Perjanjian Kemitraan antara 

PT. Damai Jaya Lestari dengan Masyarakat Kecamatan Langgikima, 

Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara), Tesis. 

Universitas Gadjah Mada, 2018. 

 

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(Studi Kasus di PT.
Serikat Putra   Desa Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Riau)
LUTHFIATUL M AR, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



99 
 

Christina Desiyanti, Perjanjian Kemitraan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa 

Sawit Dengan Petani Plasma Di Kabupaten Kotawaringin Timur, 

Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2008. 

 

Rudianto Salmon Sinaga, Masalah Hukum Perjanjian Kemitraan Inti Plasma 

Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT SHM dengan 

Koperasi PGH) dan Tindakan Notaris dalam Menghadapi Perjanjian 

Kemitraan Inti Plasma dengan Perkebunan Kelapa Sawit, Tesis, 

Universitas Indonesia, Depok, 2011. 

 

Azahari, Azril, “Kemitraan Agribisnis Tiga Tungku”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Indonesia, Vol. 15, No. 2, 2000. 

 

Adinda Prisca Anugerah Puteri, Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam 

Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil,  Spririt Pro 

Patria, Vol IV, No. 1, Maret 2017, hlm. 66 

 

Fadjar, Undang, “Kemitraan Usaha Perkebunan Perubahan Struktur Yang Belum 

Lengkap”, Lembagara Riset Perkebunan Indonesia, Bogor. Volume 

24 Nomor 1 Juli 2006. 

 

Saputra, I Made Gannal Dwi, dkk, Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit 

Kelompok TaniTelaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui 

Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, 

Jurnal Agribisnis dan Agrowisata, Vol. 6, No. 2, April 2017. 

 

Henny Indrawati, “Kajian Tentang Hubungan Stategis Produsen Kepala Sawit Di 

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”, Pekbis Jurnal, Vol 3, No.2, 

2011. 

 

Dewan Perwakilan Daerah Nomor 11/DPD RI/I/ 2013-2014 tentang Rancangan 

Undang-Undang Usulan Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan. 

 

D. Internet 

Johannes Wowor Tanjung. “ DPRD Pelalawan ingatkan PT Serikat Putra Penuhi 

Janjinya Kepada Warga 14 Desa” Artikel ini diakses pada 03 

September 2018 dari http://pekanbaru.tribunnews.com  

 

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN SISTEM KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(Studi Kasus di PT.
Serikat Putra   Desa Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Riau)
LUTHFIATUL M AR, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/08/22/dprd-pelalawan-ingatkan-pt-serikat-putra-penuhi-janjinya-kepada-warga-14-desa

